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Pengelola Keuangan Daersh (PPKD) sclaku Bendahara
Umum Dacrah dalam mengelola Rckening Milik
Bendahara Umum Dacrah dan Rekening Milik Satuan
Ketja Perangkat Dacrah (SKPD) sebagaimann dimaksud
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalsm mengelola Uang
Daerah;

bahwa dalam rangks memberikan pedoman pengelolasn
rekening milik Pemerintah Dacrsh pada Satuan Kerja
Pengelola Eeuangan Daersh (SKPKD) dan Satuan Kerja
Perangkat Dacrah (3KPD| vang efektif, efisien, akuntabel
dan terintegrasi dalam suat peraturan, perlu mengatuor
kembali ketentuan mengenai Rekening milik Satuan Kena
Penoeloloan Kevangsn Davmah (SKPKD) dan Satuan Kerja
Peranglat Daerah [SKPDY;

bahwa  berdasarkan  pertimbanpan  sebagaimana
dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan bupati Natuna tentang Tata Cara Pengeloloan
Rekening Milik Pemeriniah Daerah.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupsien Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kalupaten Karinun, Kabupaten Natuna, Eabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nemeor 181 Tambahan
Lemhbaran Negara Republik Tndonesia Nomor J3502)
schagaimena telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indenesia tahun 2004 Nomor B0,
Tambahan Lembaran Megara Hepublik [ndonesia Nomor
I96H];



2, Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tcntang
Keusngan Negara [Lembaran Negaras Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namar 4286];

3. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Repubilik
Indonesia Tahun 2004 Momor 5, Tambahan Lembaran
Newara Republik Indoncsia Nomor 4353);

4. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tmentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangpungjawab EKeuangan
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesis Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Eepublbik
Indoncsia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4438},

- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daersh dan Retribusi Deerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lemnbaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lombaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53234);

8, Undang-Undang Nomor 23 ‘ghun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran
Mepgara Republik Tndonesia Womeor 5587) scbapaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubohon Kedua
- Undanp-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintohan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor S679);,

. Peraluran Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 lentang
Pengelelaan  Keuangan Dacrah  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1440, Tambahan
Lembaran Nepgara Republik Tndonesia Nomor 4578);

10, Peraturan Pemernntah NMomor 30 Tahun 2007 entang

Pengelolaan Uang Negara /[ Daerah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 83, Tambahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 4738);

1. Perataran Menteri Dalam Neperi Momor 13 Tahomn 2006

lemtang Pedoman Pengelelaan Keuangan Daerah
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Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 21 Tabun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Megern Momor 13 Tobun 2006 teotang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Nepura Repubilik
Indonesia Tahun 20011 Nomor 310);

Peraturan Dacrah Kabupaten Namna Nomor © Tahun
2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten MNamina Tahun 2013
Nomor &);

MEMUTUSKAN:

TATA CARA PENGELOLAAN REKENING MILIK
PEMERINTAH DAERAH

BARB I
KETENTUAN TMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan:

1.
. Bupari adalah Bupati Kabupaten Natunas,

s 0w

Daerah adalah Kabupaten Matuna.,

Wakil Pupali adalah Wakil Bupat Kabupaten Natuna.

Pemerintah Daersh zdalah Bupati beserta  perangkat
adacrah scbhagal unsur penyelenggara pemerintah daerah,

Dicwan Perwakilan Rekyvat Daerah yang =sclamutnys
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna.

. Kenanpan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dolam rangka penyelenggarasn  pemerintab
daerah vang dapat dinilai dengen uwang termasuk
didalamnya sepala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban dacrah terscbut.

. Uang Daerah adalah vang yang dikuasai oleh Bendahara

Upyam Dacrah.,

Pengelolaan Keusngan Daerah  adalah  kescluruhan
kepiatan wang mcliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban  dan
pengawasan keuangan dacrah.

Angvarsn Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjuinya
disebut APRPD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daergh yang dibahas dan diseiujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DFRD, dan dictapkan
dengan Peraturan Daerah,
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Pejabat Pengelola Keunangan Dacrah vang selanguinga
disingkat PPKD adalah kepala satuan kera pengelola
keuangan dacrsh veng  =selanjutnva  dizsebut dengan
kepals SKPET) yang mempunyai tugas melaksanskan
pengelolasn APBD dan  bertindak sebaga Bendahara
Umuam Dacrah,

Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disinghkad
BUD adalah PPED wvang bertindak dalam kapasitas
sebagal Bendahara Umum Dagrah.

Kuasa Bendazhara Umum Dacrsh yang selanjuinya
disinglat Kusaa BUD adalah pgjabul yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Salusn Kerja Perangket Dacrah vang  selanjutnya
disingkat SKPFD adalah  perangkar daerah pada
pemerintah daerah selaku penggiina anggaran/ barang,

Satuan  Kerjz  Pengelola Keuangan Dacrah  vang
sclanjutnya disingkat SKPKID} adelah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah selaku PENgEUNa

anggaran/pengguna  barang, yang  melakzanakan
pengelolaan keuangan dacrah.,

. Pengmina  Anggaran  adalah  pegabal pemegang

kewensangsn pehgginaan angsaran untitk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yvang dipimpinrmy:.

Pencrimaan dacrah adalgh vang yvang masuk ke kas
daerah.

Fendapatan Dacrah adaleh semua penerimoan Relening
Kas Umum Daerah yvang mensmbah ckuilas dana lancar
dalam perinde tabun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintahb.

FPengeluaran dacrah adalah vang vang keluar darl kas
daeralh.

Belanie Dacrah adalah semue pengeluaran dan Rekenmg
Kaz Umnmum Daerah yang mengurangi ckuitas dans lancar
dalam pericde tahun anggatan bersangkutan yang tidak
alcan diperoleh pembuyarannys kembali oleh pemerintah,

Pengelolean Uanpg adalah kematan pengelolaan yang
mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk
kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atan
memanizaikan kelebihan kas sccara optimal.

Eas Daerah adalah tempat penyimpuansn Usng Daerah
vang ditentukan oleh gubernur/bupat/walikola uniok
menampung scluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluamun daerah.

Kas Umum DDacrah adalah iempat penyvimpanan usng
daerah yang ditentukan oleh Bupatl uniik menampung
seluruh  penerimaan dacreh dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.



23. Rekening adalah Rekening milik BUD dan S3EPD dalam
Rentuk gira danjatenu deposito vang dibuka pada bank
urmnum / kantor pos, vang dapat didebit dan/atan dikredit
dalam runyka pengelolaan kevangan BUD dan SKPD.

24, Rckening Kae Umum Daerah adalab rekening tempat
penyimpanan uang dacrah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung scluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengcluaran daerah pade bank vang
diretapkan.

25. Rekening Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah
daerah pada bank umum/ kantor pos yang dipergunakan
umlik mepampuang vang pendapatan Daerah  dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bolama
Dacrah tcrmasuk  didalamnya rekening bendahara
pencrimmasan pembantu;

26, Kekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerintah
Daerch pada bank umum/ kanlor pos vang dipergunakan
untuk menampung uang bagi keperluen belanja daerah
-— dalam rangls pelaksanasn Anggaran Pendapatan dan
Belamja Dweerah pada SEPD, twcrmasuk didalamnya
Relening hetdahara pengelua.ra_n pembantu.

27. Rekerming Lainnya  adalah  Rekening gire  dan/atau
depositn pada  bank  umum/fkantor pos yang
diperpunaken uniuk menampung uang yang tdak dapat
ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening
Pengeluaran berdasarkan tugss dan fungsi Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Dacrah dan Sartuan Kerja Peranghat
Daerah.

2B. Rekening Pengelolaan Kas BLULD adalah Rekening
Lainnya dalam bennik giro danfatau depozito malik BLUD
untuk penempaten idle cash pada bank umum yang
terkail denpan pengelolaan kas BLUD.

20, Rekening Operusional BLUD adalah Rekening Lainnya
dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk
menampung seluruh penerimaan atau membeayar seluruh
pengeluaran  BLUD  yang dananya bersumber dari
Penerimaan BLUD pada bank umurm,

30, Rekening Dana Kelolaan adalah Rekenming Laminya dalam
bentuk  girm milik BLUD yang dipergundakan uniuk
menampilng dana yang tdak dapat dimasukkan ke dalam
Rekening Operasional BLUD dan Rckening Pengelolaan
Kas BLUD pada hank umam, untuk menampung dana
antara lam.:

a. Dana bergulir; dan/fatan;
b. Dana yang belum menjadi hak BLUD.

1. Rekening Penampungan Scmentara adalah  Rekoning
Lainnva deolam  bentuk giro pemerintah  yang
dipergunakan uniik menampung penerimasn sementara
untul Lujuan tertent.
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32. Rekening Penampungan Dana Titipan adalah Relening
Lainnya dalam  bentok  gire  pomerintah yang
diperpunakan untuk menampung dana titipan apabila
terjadi  kasus hukum yang mengharuskan  untuk
dilalrukan sitaan dana.

373. Bank Umum adalah bank yvang melaksanakan kegiatan
ussha secara konvensional danfetau berdasarkan
prinsip svariah vang dalam kegiatannya memberikan jaza
dalam lzlu lintas pembayaran.

34. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunmjuk untuk menerima, monyimpan, menyetnrkan,
menatausahakan, dan mempertangpungawabkan uvang
pendapatan dacrah dalam rangka pelaksanasn APBD

pada SKPD.

35. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk  menenma, menyitnpan, — membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang
untuk keperluan belanja  deerab  dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKIPPD.

36, Bendahara Penerimean Pembantu adalah pejabat veng
diberi kuasa untuk melaksanakan schapian kewenangai
bendahara penerimasn dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi bendabara penerimaan.

37. Bendohara Pengeluaran FPembantu adalah pejabat yvang
diberi kuasa untuk meclaksanakan sebagian kewcnangan
bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian
tupas dan fungs bendahara pengeluaran.

BAEB I
JENIS - JENIS REEENING
Pasal 2
Rekening Milik Pemerintah Daersh terdiri dari :
a. Rekening Milik Bendahara Umum Daerah;
b. Rekening Milik S3atuan Kerja Perangkat Dacrah;
¢ Rekening Milik Hadan Layanan Urnum Daerah (BLUDY]

Pasal 3

(1) Rekening milik Bendahara Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal (2) hurup (@) dikelompokkan
menjadi:

a. Rekening Kas Umum Daerah;

b. Rekening
Fenerimaan,

. Rekening Pengeluaran; dan
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(2] Rekening lainnya sebawai mana dimaksad pada ayvat (2)
hurup (dj terdin darg -
a. Relkening penampung deposito;
b. Rekening penampung penyetoran PFE;

c. Rekening lainnyva yahg dibuka oleh BUD  sesusd
kebutubhan dalam penatausahaan APBD.

(3] Rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPRY
sebagaimena  dimaksud pada Pasal (2) hurup (b
dikelormpokkan menjadi:

d. Rekening Penerimaan;
b. Rckening Pengeluaran,; dan

c. Rekening Lainnya vang digunakan unfuk menampung
uang yvang tidak dapat ditampung pads Rekening
Penerimaan dan Relkening Pengeluaran berdasarkan

tupas dan funpgsi Satuan Kega Porangkat Daerah
dalam pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belana

Dasrah,

[4) Rekening milik BLIID sebagaimana dimaksod pada Pasal
(2} hurup (¢} tordir atas:

4. Eckemng Pengelolzan Kas DDLU,
b, Heckening Operasional BLUTY: dan
c. Rckening Dana Kelolaan,

BAB ITI
KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING
Bagian Pertarna
Kewenangan Bendahara Umum Daerah (BUD|

Pasgl 4

(1) Pcjabat Pengelola Keuangam  Daerah selaku BUD
berwenang melakukan pengelolaan dan  pengendalian
atas seluruh Rekening milik Milik Pemnenntah Daerah,

(2] Penpelolaan dan pengendalian schagmimana dimaksuad
pada ayat (1) terdiri atas:

a. Membuka Rekening Kas Umum Daerah {REUD} pada
Rank yang dinanjuk oleh Bupati;

b. Membuka Releening Milik BLUDy;
v. Pengoperasian Rekening Milik BUD
d. Pembcrian ijfin pembukaan Rekening SKPD dan BLUD;
e. Melalukan blokdr Rekening SKPD dan BLUD;
f. Penutupan Hekemng SKPLD dan BLULY, dan
L paRAFHOORDINASE g Memperoleh informasi atas Rokening SEPD dan BLUD.
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(2] Kewenangan pengelolaan dan pengendalian sebagaitnana
dimaksud pada ayat [1) dapat dilimpahkan sewenangnya
ke Kuasa Bendahara Umum Deersh.

Pasal 5

{1} Kepala SKFPFD selaku Pengeuna Anggaran berwenang
metgelola Rekening SKPD dan Rekening BLUD yang
dimilikinys;

{2} Pepgelnlasn Rekening sebapaimuna ditnakaud pada ayat
(1} terdini atas:

a. pembukasn Rekening pada Bank Umum /Kantor Pos;
b. pengopcrasian Rekening; dan

c. penutupan Rekenmg.

BAB IV
o PEMBUKAAN REEENING

Bagian Pertama
Peinbuksan Rekening Milik BUD

Pazaol &

(1) Bupati Natuna menunjuk DBank Umum yang schat
zebagai pemepang rtekeming  kas  daerabh untuk
menyimpan Uang Dacrah yang berasal dari penerimaan
daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;

|2) Bank vang ditunjuk sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
hurusleh bank wmum yang berfungsifmelaksanakan
tugas schagal Bank Persepsi;

(3) Penunjukan  bank vyang schat scbhagai pemegang
L rekening kas daerah sebagoimana dimaksud pada ayat
(1) ditctapksn dengen keputusan Bupali dan
diberitahukan kepada THPRDY

(4} Kepala Satuan Kerja Pengelole Keuangan Deerah selaku
Bendahara Umum Dacrah membuka rekening Kas Umuim
Daergh pada Bank Umum yang ditunjuk Buparti
sebagaimana dimaksid pada ayatl (1);

(5) Pembukaan Rekening Kas Umum  Daerah sebagaimana
dimalksud pada ayat (3] dimuar dalam perjanjian antara
Bendahara Umum Deerah dengan Bank Umuam yang
ditunjuk;

(6) Perjanjian  schaguimana  dimaksud pada ayal  (3)
sekurang-kuranegnya mencaloup:

a. jehis pelayanan yvang dibenikan;

Fa—

FARAFHOORDIAAS | b, mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalw
SLRETRIS R .5 banl;

b,




c. pelimpahan  penerimaan dan salde rekening
pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerslr ;

d. pemberian bungafjasa giro/bag hasl =atas salda
rekening;

e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
[. kewajiban menyampaikan laporan,

g sanksi berupa denda dan/etan pengenaan bunga yang
harus dibayar karena pelayanan vang tidak scsua
dengan perjanan; dan

h. tata cara penvelesaian perseliaihan.

{7] Perjanjanjian sebagoimana dimaksud pada ayat [4)
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Bank
umum Pemegang Rekening Kas Dacrah,

Paszal 7

— (1) Bendahars Urmam Daeerah dapat membuka rekening
penenimasan pada Bank Uimum yang ditunjuk olch Bupat
untuk menduloang kelancaran pelaltsansan operasional
penerimaan dacrah,

() Rekening  schagmimana  dimaksud pada  ayat (1)
dicpcrasikan scbagal rckening  bersaldo nill  yang
geluruh penerimaannya dilimpahbkan ke Rekening Kas
Umuwm Daerah sekurang kurangnya sekali sehan pada
akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam
perjanjian dengan Bank Umam bersanghkutan.,

f3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud
pacla ayat (2] secara leknis belum dapat dilekukan setiap
har, Bupati mengatur pelimpahen secara berkala yang
diatur dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah
dengan Bank vang bersangkutan.

— (4) Bendahara Umum Daerah dapal membuka rekening
pengeluaran pada Bank Umum yang diletapkan oleh
Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
operasional pengeluaran daerah,

(5] Rekening  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  [4)
dioperasikan sebagai rekening yang MENampung pagu
dana untuk membiaya kegiatan/ pengeluaran kas
permerintah daersh sesisi rencana pengeluaran, yang
besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(&) Betiap  akhir tahun sclurubh salde pada rekening
pengeliaran harus dipindahbukukan ke Rekening Kas
U Daesrah.

(7] Pemindahbuluan dana dan  rekeming peneritmaan
dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umnum ke
Rekening Kas Umum Daerah dilakokan atas perinlah

PAAAFKODRDINASE | Bendahara Umum Paerash] Kuasa Bendahara Umum
szmr.;.n:mﬁgﬁ;m[ . Daerah dan dijelaskan dalarm Perjanjian antara BUD dan
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Bagian Kedua
Pembukaan Rckening Milik SKPD/ BLUD

Pasal &

(1) Pembukasn Rekening pada Bank Umum/Kanlor Pos
schagaimana dimeksud delam Pasal 5 ayat (2) hural a
dilakukan sctelah mendapal persetujuan tertuliz dari
BUD.

{2) BUD sebagaimana dimaksud pada avat [1] berwenang
tnemberikan  persctujuan  atau penolakan  atas
permohonan persetujuan pembukaan Rekening
Penerimaan, danfatau Rekening Peogelusran danfatau
rckening laimmya Milik SKPD.

(3] BUD sebhapaimana dimaksud pada syat (1) LGerwenang
memberikem persetujuan atau penolakan  stas
permohonan persetyjuan pembukaan Rekening Rekeming

s Penpgelolaan Kas BLUD, Rekening Operasional BLUD dan
Rekening Dana Kelolaan Milik BLUTD.

Bagan Keliga

Pengajuan Permohionan Persctujusn Pembukaan Rekening

Pasgal 4

(1) Pengguna Anggaran/ perumpin BLUD mengajukan
permohonan persctijuan  pembuksaan Rekening pada
Bank Umum/Kantor Foe kepads Bendshara Umum
Daerah,

{2} Perinohonan persetujuan sebagmimana dimeksud pada
avat [1) dibuat sesuai format scbapgaimana tercanium
dalam Lampiran T yang merupakan bagian yang Lidak
torpisahkan dar Peraturan Bupat ini.

{3} Permohonan perscluyjusn sehagaimana dimaksud pada
avat (1} dilampiri dekumen paling sedikit:

g. Salinean DPA;

b. Surat pernyataan mengenal penggunaan Relkening
vang dibuat scsual format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupalti in; dan

c. Surat kuasa dari PA/pemimpin BLUD kepada BUD
dan Kuasa BUD untuk memperoleh informasi dan
kewenangan lerkail Rekening yang dibuke pada Bank
Umum/Kantor Pos  yang dibuat  sesual  format
sehagaimana tervantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bapgian yang tidak terpisahkuan dari

B r :
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Pazal 10

(1) PA SEPD mengajukan permohonatn  persetujusn
pembukaan RBekening Lainnya sebagaimana dimalksud
pada Pasal 3 ayat (3] harup (¢ berupa Hekening
Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Bank
Urmum / Kantor Pos kepada BLUL,

(2) Pemimpin BLUD mengajukan permehonan persebujuan
pembukaan Rekening  milik  BLUD  schagmimana
dimaksi pada Pasal 3 ayat (4] hurup (3] berupa
Rekening Penpelolaan Kas BLUD dalam benituk deposito
hamya digunakan untuk optimelisasi kas jangks pendek.

{3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dan ayat (2] dibuat sesuai format sebagaimans
tercantium dalam Lampiran T yang merupaken bagion
vang tidak terpisahkan dari Peratuiran Bupati ini.

(1) Permchonan persetujuan schagaimana dimaksud pada
avat |3) dilampiri dokumen paling sedilal:

a, Sural pernyataan mengenal ponggunaan Rekenimg
vang dibuat sesuai format scbagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan baglan yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini;

b, Surat kuasa PA SKPD/pemimpin BLUD kepada
Kuasa BUD untuk memperoleh informesi dan
kewenangan terkait Rekening yvang dibukea pada Bank
Umum/Kantor Pos yang dibual sesipd  format
sebagalmana tercantum dalam Leampman I yang
merupalkan bagian vang htdak terpisabkan dar
Peraturan Bupati ini; dan

c. Sural  keterangan mengenai  sumber  dana,
mekanisme  penyeluren dana  dan  perlakuan

mengenai penyeloran hnga/jasa giro yang dibuat
scsual  formal  sebagaimana tercantum  dalam

Lampiran IV yang merupaken bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagion Keempat
Penilaian dan Persemujuan / Penolakan Permohonsan
Pembukoan Hekemng

Pasal 11

(1] Rerdasarkan  permohonan  perscljuan  pembukaan
Rekening yang disampaikan PA SKEPD/permrapin BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan
Pasal 10, BUD:



a. memerikse kelengkapan dokumen permohonan
peminikaan Rekening; dan

b. menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan
Rekening dengan kriteria sebagai beriloat:

l. Keabsahan  surat  permohonan  persetajuan
pembukaan Rekeming yang disampaikan oleh PA
SKPD /pernimpin BLUD kepada BUD

2. Kejelasan tujuan penggunaan Relkening;
3. Kejelagan sumber dana;

4, Kesesuaian antara tupgas pokok dan fungsi
dan/atan program kerja Satuan Kerge dengan
tujuan penggunaan Rekening dan sumber dana;
dan

5. Kejelasan mekanisme penyaluran dana
Relecning,

Pasal 12

{1 Dalam hal Lkelenglapan dokumen dan  penilaian
kelayakan sebagaimaona dimaksud dalsan Pasal 11 telah
ierpenahi, BUD menyetujui permohonan pembukaan
Rekering dexi PA SKPD/ permnimpin BLUD,

(2] Surat perselujuan pembukean Rekening scbhagaimana
dimnaks=ud ayat (1] dibuat sesuai formar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
vang tidak terpisahlean dari Peraruran Bupati ini.

Paszal 13

[1} Dalam  hal  kelengleapan  dolumen dan  pemlaian
kelavekan sebagagimana dimaksud dalsam Pasal 11 ddak
terpenahi, BUD menolakk permohonan pembukaan
Rckening darn PA/ petnimpin BLUD.

(2} Surat penolakan pembukaan Rekening schagaimans
dimaksud ayat {1} dibual sesuai format sebagaimans
tercantiunn dalam Lampirat VT yang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Fa=al 14

BUD harus menerbitkan surat persetuuan/penolakan
pembukasn Rekening kepada PAfpemimpin BLUD  paling
lambat 5 ([lima} han kerja sejak ditcnimanya surat
permohonan persetujuan pembuicaan Rekening.



Pasal 15

(1) Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan
oleh BUD berlaku 15 {lima bclas) han kulender sejalk
tanggal penerbitan.

(2} Khustis untuk surat persetujnan pembukaan Relening
milik BLUD berupa Rekening Pengclolaan Kas BLUD
dalam bentuk deposito herlabu sampai dengsn akhir
scmester berkenaan.

Bagman Kelima
Pembulkaan Rekening

Pasal 16

A SHEPD/pemimpin BLUD harus melampirkan  surat
persctujuan  pembnikaan Rekening dari BUD puda swet
membuka Rekening Milik SKPD/BLUD pada HBank
Unmnin/Kantor Pos.

Pasal 17

(1] Pembukaan Rekcning Penerimaan, Rekening
Penpeluaran, danfatan Rokening Lainnye Milik SBKPD
diberi nama sesuai dengan penamasn Rekening oleh
BUD dalam sural persefujuan pembukasn Rekeming
schagaimana (ercuntum dalam Lampiran ¥V Peraturan
Bupat ini .

[2) Rekening dimaksud pade ayat [}) dibuka atas nama
jabatan dengan ketcmtuan:

a. Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan

nama “Bendahara Penenimasn SKPDY O (Nama
SKFPD}....... 2
. k. Relkening Pengeluaran dibuks dengan mengguinakan
' nama “Bendahara Pengeluaran SKPD  ......(Nama
SKPDY.......";
c. Rekening Pengeluaran Pembantn dibuka dengan
mengounakan nama “BPP BKPD .. Naumnsa
SKPD)......";

d. Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan
nama “RPL SKPD ...... (Nam= SKPD]....... g

{3 Penamaan Rekening sebagmimans dimaksud pada ayat
(1) dapal disingkat dengan menggunakan singkatan SKDPD
yang berlaku umum serta menyesuaikean ketersediaan
jumlah karakter pada Bank Umum /Kantor Pos.
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Pa=zal 18

1) PA SKPD/Pemimpin BLUD dapat membuka lebih darj 1
[satu] Rekening milik SKPD scsuai kebutuhan denpgan
tetap memperhalikan efeltifitas penggunaan Rekening,
penilaian dan pereetujuan pembukaan Rekening  dard
BUD;

(<) Rekening  milik SKPD/BLUD vang telah mendapat
persciujuan pembukaan Rekening dari BUD  berlaku
selama Rekening aktif dan dipunakan sesuai dengan
tujuan  dan  pengeunasnnya  berdasarlkan  Surat
Pernyvataan Petggunaan Rekening sebagaimana
tercamntum dalam Lampiran IT Peraturan Bupati ini.

Pagal 19

(1} PA SKPD/ pernimpin BLUD harus menyampaikan lapuran
pembukaan Rekening kepada BUD paling lambat 20 jdua
puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persctujuan

— pembukaan Rekening,

[2) Pemimpin ~ BLUD  harus  menyampaikan laporan
pembukaan Rekening pengelolaan kas BLUD dalam
bentuk deposito kepada BUD paling lambat 10 (sepuhit)
hari kalender sejak tanggal pembukaan Rekening.

[3) Laporan pembukaan Rekening sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) dan [2) dibuat sesuai format sebagaimana
lercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGOPERABIAN REKENING

Bagian Pertama
Bunga dan/atau Jusa Giro Rekening

Pasal 20

(1) Dana yang disimpan pada Rekening SKPD diberikan
bunga dan fatau jasa gire oleh Bank Umum fKanioer Pos.

(2) Bunga dan/atau  jasa gire rekening sebagaimana
dimeksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daersh pada
akhir bulan berkenaan,

(3] Khusus untuk Rekening milik BLUD, buriga dan/atay
Jasa giro Rekening tidak disetorkan ke Kas Dacrah dan
dapat dipergunakan cleh BLUD scsuai dengan ketentuan
yang berlalo.
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Bagian Kedua
Pendebetan Rekening

Pasgal 21

1) Pendebetan Rckening mlik SEPD dilakukan  oleh
PA/ pemimpin BLUD dengan meneriithan surat perintan
uniuk melalukan pendebetan Releening,

{7} Sural perintah untuk melakukan pendebelun Rekening
ditendatangam oleh PA/penumpin BLUD dan/ atan
Bendahsra pada SEPD/BLUD.

[3) Burat permtah sebagaimana dimalkesud dalam ayat (1) dan
(2) dapat berupa cek atau bilyet giro,

Bapian Eetiga
Fembulman dan Penatausahasn Rekening

Pasal 22

(1) Rendahare pada SKPD/BLUD melakukan pernbuakizat
dan  penatausshaan Hekening berdasarkan bukd
trunsaksi debel dan/ atay kredit pada Relkening.

{2} PA/ permumpin BLUD harus melakukan pengujian atas
kebenaran pembukuan dan penatausahaan Rekening
dengan membandingksn  antara  pembukuan  dan
penatausahaan Rekening dengen rokening koran yang
diterbitkan oleh Bank Umum/Kanior Pos peda akhir
bulan berkenoan.

i3] Pembukuen dan  penataussbsan Rekening yang
dilakukan oleh Bendahara berpedoman pada Petaturan
Bupali telang Sistern dan Prosedur Pengelolaan Keusnpan
Daegrah,

Pazal 23

Penatausahaan  seluruh  Rekening pada SKPD dapal
dilaluksn dengan aplikasi yang disedialan dan dibangun
oleh Buadan Pengelols Kevsngan dan Aset Daeraly;

BAB VI
PELAPORAN DAN PENGENDALIAN SALDO REKENING

Bagian Pertamsa
Pelaporan Baldo Rekening

Pazal 24

{1) PA SKPD/pemimpin BLUD melahii hendehara harus
menyampaikan laporan saldo scluruh Rekening  yang
dilkelolanya geliap bulan kepada BUD paling lambat
tanpeal 10 (zepuluh) bulan berikbutnera
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{2] Laporan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk Laporan Penuiupan Kas Bulanan yang cibual
sesual dengan [ormat yvang tercantum dalam lampiran
VIII yang merupakan bagian vang tidak tcrpisahksn dan
Peraturan Bupali ini.

{3] Laporan terscbut disampeikean bersamaan pocnyampalan
SPJ Fungsional bendahara pengelueran dan bendahara
penerimaan.

(¢} Dalam hal tanggal 10 {(srpulub) scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) jetuh pada har hibur, penyampaian laporan
saldo Rekening dilaksanakan pada har kexja sehelummnya.

Pazal 25

(1) BUD menvusun Laporan Posisi Kas dan Rekonsiliasi
Bank untuk sctiap bulannya.

(2} Berdasarkan Laporan Posisi Kas dan Rekonsiliasi Bank
schagaiman dimaksud pada ayal {2) dan Laporan salde
vang disampaikan oleh  bendabiara sebagaimana
dimaksud pada pasal 24 agvat (1) BUD membuat Dafar
Rekapimlasi fdle Cosh untuk sctap akhir bulan yang
ditmiat sesuai dengan format yvang tercantum  dalam
lampiran TX yang metupakan bagan vang tidak
lerpisahian dari Peraturan Bupat ini.

Bagian Kedus
Pengendalian Rekening

Pasal 26

Bendahara Umwum Daerah melalmkan momtoring den
pengendalian glas seluruh Rekening yang dimilika oleh SEPD
dan BLUD.

BAR VII
BLOEIR REKENING DAN PENUTUPAN REKENING
EBagian Pertama
Blokir Belening

Pasal 27

(1] Bendghara Umum Dasrah berwenang melakulkan blolir
Rekening dalemn  hal  PA/pemimpin BLUD  tidak
menyampaikan laporan salde Rekening sehbapaimana
dimalksud dalam Pasal 24.

(2} Khusus untuk ERekening milik BLUD, pemiblokiran
sebagaimann dimaksud pada ayat {1] dilakukan untuk
sehiruh Rekening operasionat yang dikelola,



(3) Dalam hal PA/pemimpin BLUD telah menyampaikan
laporan salde Rekening sebmgaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Bendahara Utnurn Daerabh berwenang mencabut
blokir Relcenirg.

(4) Blokir sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat [2]
dan Pencabutan Bloldr Rekening sebagaimena dimaksud
pada ayat (3} dilaksanakan oleh Bendahars Umum
Daerash dengan menyampaikan permintaan terfulis
kepada Rank Umum/Kantor Fos dan  disampaikan
dengan mengoiunekan sarana tercepat.

(3] Suratl pernntsh blokie Rekening sebagaimans dimaksud
pada ayat (4] dibvat sesueil format sebagmimana
tercanttun dalam Lampiran X yang merupakan baglan
tidak terpisahlkan dari Perataran Bupati ind.

(6) Surat encabutan blokir Rekening schagamana dimelkesud
pada awvat {4 dibuat sesmiai format  sebagaimana
tercantum delam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

RBagian Kedua
Perutipan Rekening

Fasal 28

{1} Bendahara Umum Dacrah berwenang menuitp Rekening
mililt SKPD/ BLUD paling lambat 1 {saiu) tehun sepak
Rekening dileetegorikan sebapal Rekening pasil.

(2} Rekening pasif sehopaimana dimaksud pada ayat (1)
metrupalan Relening yang tidak terdapat fransaksi
pendebetan ataupun pengkreditan Hekening sclama 1
(satu) tahun,

{3} Sehelum melakuksn penurupan Rekening sebagaimana
e dimaksud pada ayat {1}, terhiting & [enam} bulan sejak
Rekening  dikateworikan  sebagai Rekening  pasif,
Bendahara Umuamn Daersh harus mengampaikan surat
pemberitabuiian Rekening pasif kepada  PAJ/Permmpin
BLUD.

Pasal 29

Dalam rangks pengelolaan kas, Bendahara Umum Praervab
dapat memenntahksn:

a. penutupan Rekening; dan/atau

b. pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada
pada Rekening SKEPD /BLULL
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Paszal 30

(1) Bendahara Umum Daerah berwcnang menutup Eekening
SKFD dan memindahbukulan saldonva ke kas dacrah
dnlam hal:

. PA/pemimpin  BLUD membuka Rekening tanpa
memperoleh  persetyjuan dari Bendahara Umum
Dacrah Dacrah;

b. PA/pemimpin BLUD tdak melaporkan pembiikaan
Rekening sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 19 ayat
[1);

c. Relening yang dipunakan tidak sesuai dengan fujuan
dan peruntukkanya.

(2] Permatuapan  dan  pemindahbukuan  =aldo Rekening
sebapgaimana dimaksud dalam avat (1) dibuat sesus
formal sebapaimana Ercantum dalam Lampivan XII yang
meripakan bagian tidal terpisahkan dalam Peraturan
Bupati ini.

FPasal 31

(1) PA/pemimpin BLUD harue menutup Rekening nolik SKPD
vang sudah tidak digunaksn sesum dengan Lajuan dan
peruntikannya den memindahkan saldo Rekening ke Kas
Daerah,

(2} PAfpemimpin BLUD harus menyarmpaikan laporan
penutupan Rekening kepada Bendahara Unmum Daerah
paling lambat 5 ([lima) hard kerjan setelah tenggal
penutupan dengan dilampiri bukti penunipan Releening
dan /atau bukth pemindahbukuan saldo Rekening.

{3 Laporan Penutupan dan pemindahbukuan saldo Rekening
sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dibuat sestsi
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XM yang

— merupakan hagian tidak terpisabkan dalam Peraluran
Bupalki ini.

Pagal 32

Pimpinan BLUD dapai menulup Rekening Pengelolaan Kas
uniuk dipindabkan ke Rekenimg Operamons] dalam rangka
pengelolaan kas BLUD.

FPasal 33

PA/pemimpin BLUD  harus menyampalkan  laparan
penutupan  Rekening kepada Beoendahara Umam Daeral
paling lambatl 5 (Hma) hari kerja setelah tanggal penutupan
dengan dilampiri bukli penatupan Rekening dan fatau bukt
________} pemindahbukuan =saldo Rekening.
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Pasal 34

Dalam hal Rekening yang relah ditotup dan saldonya telah
dipindahbulkukan ke kas dasrah tecrbukn bukan milils SKPL,
saldo  Rekening  dimaksud dapet dikembalikan lepada
pemilik Rekening sesuai kelentuan mengenai mekanisme
pengembalian penerimaan  daerah pade tahun anggaran
berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Paszal 35

(1) PA/ pemimpin BLUD harus meminta persetujuan kembah
atas Fekening vang telah dibuka sebelum berlalminga
Peraturan Bupati kepade DBendabara Utmuam  Dacrah
untuk dilaknkan perubaban nama Rekening.

() Permintaan persetujuan schagsmmana dimaksud pada
avat (1) disampaikan kepada BUD paling lambat anggal
S0 Marel 2016,

(3} Aras permintaan  persetujuan  schagaimans  dimalosad
pada ayat (1), Bendehara Umum Dacrah menerbitkan
surat persctujusn kemhbali pembukaan Rekening paling
lambat tanggal 30 April 2016.

(4) Surat pecrmohonan persctjuan kembali sebegaimana
dimalsud pada @yat (1} dibuat  sesuai format
sebagoimona  tercantum  dalam  Lampitan XV yang
meripakan bagian tidak terpisahkan dan Perzluran
Bupati ini.

(5) Surat perselujuan kembali sebagaimana dimaksud padsa
avat (3] dibual sesuai format sebagaimana tercanbum
dalamm Lampiran ¥V yang merupakan bagian tdalk
terpigshkan dari Peraturan Fupati ini.

Pazal 36

Berdasarkan surat persetujuan  kembali sebagaimana
dimeksud dalam Pasal 35 ayat (3}, PA/pemimpin BLLUD
harus melolmakan perubahan nama Rekening pada Bank
Urrnurn / Kantor Pos.

Pazal 37

KPA/pemimpin - BLUD  harua  menyampaikan laporan
porubabhan nama Rekeming sebogaimona dimaksud pada
Pazal 36 kepada BUD paling lambat 20 Hari kalender sejak
diterbitlkan surat persetujuan kermbali.



Pasal 33

Untuk Rekening Milik Bendahara Umum Dserah yang telah
dibuka selama Bank yang ditunjuk adalah Bank Persepsi,
maka rekening fersebut masih berlaku,

BAE IX
FENUTUP

Pasal 3%

Pada sast Peraturan Bupat ini berdalu, Peraturan Bupatbi
Norpor 53 Tahun 2013 temtang Tata Cera Pengelolaan
Rekeming Kas Pemerintah Daerah dicabul dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 40
Peraiuran Bupati ini mulai herlaku  pads  tanggal
diundanphen.

Agar  setiap  orang  mengotahuinys,  memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati inl dengan penempatannya
dalam Berila Dacrah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal, t4 Prortulser SOl5
BUPATI NATUNA,

Diundangkan di Ranai
pada tanggal, t4 Prgwdepr S0

SEERETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA
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